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ABSTRACT 
 

This study aims to find out and analyze the obstacles faced by police 
investigators in implementing the div for traffic accidents and to find out and 
analyze the application of diversion to traffic accidents. 

The research method used is this type of research is empirical legal 
research. This research was conducted in Baubau City, namely Baubau City 
POLRES. The population in this study was taken from several community 
members/families of victims and suspects and several investigators who were 
around the Baubau POLRES legal area. The types of data collected in this study 
are primary data and secondary data. Data collection techniques used in writing 
this thesis are observation, interviews, and documentation. The method in this 
study using qualitative methods. 

The results of the study indicate that not all cases of traffic accidents 
involving children can be resolved through Diversion, because Diversion can be 
realized if it has fulfilled the conditions specified in the applicable regulations and 
there is an agreement between the perpetrator and the victim for Diversion. The 
lack of public understanding about diversion and the lack of clear and detailed 
regulation of compensation between perpetrators and victims who make diversion 
efforts in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice 
System are important obstacles / obstacles in the process of implementing the 
Diversion. 
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PENDAHULUAN 

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang dihadapi 

diera modern saai ini. Semakin banyaknya kendaraan di jalanan tidak dapat 

dipungkiri bahwa kecelakaan lalu lintas sering tidak dapat dihindari. Tidak sedikit 
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anak yang terpaksa harus berhadapan dengan hukum karena melakukan tindak 

pidana pelanggaran lalu lintas. 

Pengaturan  yang  mengatur tentang lalulintas dan angkutan umum diatur 

dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan 

jalan.Peraturan ini menjadi dasar hukum untuk diberikkan sanksi kepada setiap 

pelangaran yang dilakukan oleh pengemudi.Dengan adanyya pemberlakuan ini 

maka kepada semua elemmen masyarakat agar kiranya dapat mematuhi serta 

mentaati keseluruhan aturan hukum yang telah ditentukkan dan mengetaui cara 

berkendaraan atau berlalu lintas Berdasarkan pasal 66 ayat 4 UU No. 39 tahun 

1999 tentang HAM disebutkan bahwa penangkapan, penahanan atau pidana 

penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya 

dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir”. 

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya 

demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan 

sosial. Perlindunga anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu 

masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai 

bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak 

membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun 

hukum tidak tertulis. (Gultom, 2010:33). 

Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non 

diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk 

hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak sehingga diperlukan 
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penghargaan terhadap anak, termasuk terhadap anak yang melakukan tindak 

pidanan. Oleh karena itu maka diperlukan suatu system peradilan pidana anak 

yang di dalamnya terdapat proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme 

pidana konvensional. 

Bahwa Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, mengatur substansi mendasar tentang pengaturan secara 

tegas mengenai penghindaran dan menjauhkan anak dari proses peradilan 

sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yag berhadapan dengan 

hukum dan diharapkan anak dapat kembali  kedalam lingkungan sosial secara 

wajar. Pasal 1 angka 3 Undang - undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak menentukan, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang 

selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, 

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak 

pidana”. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia selama ini 

bermuara pada pemenjaraan. Hal ini tidak mengejutkan, mengingat Sistem 

Peradilan Pidana Anak selama ini di laksanakan berdasarkan Undang - undang 

nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang menganut paradigma lama, 

yaitu keadilan retributf (pembalasan sebagai keadilan) dan keadilan distributif 

(ganti rugi sebagai kedilan). Walaupun UU No.3/1997 telah memberikan 

perlakuan khusus kepada anak dari orang dewasa yang melakukan tindak pidana.  

Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang 

menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara 

atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai kebijakan yang 
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dimilikinya. Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani 

pelanggaran hukum diluar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Jadi, 

diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, tetapi 

berusaha untuk memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk memuat 

orang mentati hukum. 

Penengakan hukum terhadap anak menimbulkan masalah, karena 

menurut undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak 

yang melakukan kejahatan yang layak diproses adalah anak yang telah berusia 8 

tahun dan proses diproses secara khusus, berbeda dengan penegakan hukum 

terhadap orang dewasa.  

Diversi menjadi sebuah konsep baru dalam penyelesaian tindak pidana 

yang dilakukan oleh anak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Dengan adanya Diversi disinyalir akan 

membawa angin segar dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan 

dengan hukum, sehingga dapat membawa penyelesaian secara lebih adil dan 

mampu menghindarkan gangguan psikologis anak secara berkepanjangan. Secara 

singkat Diversi dapat diartikan sebagai suatu pengalihan penyelesaian perkara 

anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. 

UUSPPA telah menggunakan model restorative justice yang berpusat 

pada proses Diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan 

oleh anak terkhusus tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Penerapan restorative 

justice diharapkan akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting seperti kritik 

terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya 
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bagi korban; menghilangkan konflik khususnya antara     pelaku dengan korban 

dan masyarakat.  

Atas dasar latar belakang pemikiran itulah, diperlukan suatu kajian 

mendalam dengan judul: Penerapan Diversi Dalam Perkara Lakalantas Pada 

Tingkat Penyidikan Diwilayah Hukum Polres Baubau. Berdasarkan uraian latar 

belakang , maka rumusan masalah adalah: Bagaimanakah  penerapan  diversi 

terhadap tindak pidana lakalantas dan Apa saja kendala-kendala pihak penyidik 

dalam melakukan penerapan diversi terhadap tindak pidana lakalantas. Tujuan 

dari Penelitian ini adalah Mengetahui dan menganalisis tentang kendala-kendala 

apasajakah yandihadapi penyiddik Kepolisian dalam melakukan penerapan 

divterhadap tindak pidana lakalantas serta untuk mengetahui dan menganalisis 

tentang penerapan diversi terhadap tindak pidana lakalantas. 

 

METODE PENELITIAN  

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian 

Hukum Empiris adalah yang didasarkan pada adanya gejalah berupa 

kesenjagan antara harapan (das sollen) dengan kenyataan (das sein) dibidang 

hukum. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan penerapan diversi pada anak yang 

berhadapan hukum. Untuk itu hukum tidak hanya dikaji dari aspek 

normatifnya, tetapi juga hukum sebagaimana dalam realitasnya. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Baubau yaitu POLRES Kota 

Baubau, dengan pertimbangan bahwa banyaknya anak yang melakukan tindak 
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pidana kecelakaan lalu lintas maka diversi harus di upayakan pada tingkat 

penyidikan. 

Populasi dalam penilitian ini adalah di ambil dari beberapa orang 

masyarakat/keluarga korban maupun tersangka dan beberapa orang penyidik 

yang berada di seputar wilaya hukum POLRES Baubau. Jenis data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu 

Data Primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dilapangan dan 

merupakan data mentah (raw data) yang masih memerlukan pengelolaan lebih 

lanjut. Data semacam ini diperoleh melalui wawancara. Data ini bersumber 

dari responden dan informan yaitu Penyidik, Data Sekunder pada penelitin ini 

dapat dibedakan menjadi bahan – bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

dan bahan hukum tersier. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tesis ini 

yaitu Penelitian Empiris, yaitu dengan mengumpulan datanya melalui Field 

Research (penelitian lapangan) menggunakan teknik Observasi yaitu 

menggunakan teknik pengumpulan data melalui mengamati secara langsung 

pada objek penelitian, Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang 

digunakan untuk mendapatkan keterangan – keterangan lisan melalui tatap 

muka langsung pada responden yang berhubungan langsung dengan masalah 

yang akan diteliti, Dokumentasi yaitu peneliti berusaha untuk mendapatkan 

data berupa sumber tertulis atau literature maupun dokumen – dokumen 

masalah yang diteliti. 
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Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

interaktif dengan mengumpulkan data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Untuk menganalisis data kualitatif yang berupa hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi, penulis elakukan catatan lapangan memilih, 

mengklasifikasikan, membuat ikhtisar dan diakhiri dengan memberikan makna 

dari data tersebut. Metode kualitatif  digunakan dengan mengumpulkan kata – 

kata dan dokumentasi, sehingga memungkinkan untuk melakukan analisis 

dengan mempertimbangkan berbagai informasi. Analisis dilakukan dengan 

penyarigan data dan menyajikan data hasil penelitian berdasarkan fakta 

dilapangan dan dideskripsikan untuk menjelaskan variabel yang satu dengan 

dengan variabel yang lain. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Penerapan  diversi terhadap tindak pidana lakalantas   

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang 

dihadapi diera modern saai ini. Semakin banyaknya kendaraan di jalanan tidak 

dapat dipungkiri bahwa kecelakaan lalu lintas sering tidak dapat dihindari. 

Tidak sedikit anak yang terpaksa harus berhadapan dengan hukum karena 

melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Pengendara  motor  di  

bawah  umur  sering dijumpai  baik  di  kota  besar maupun di pedesaan. 

Pengaturan  yang  mengatur tentang lalulintas dan angkutan umum 

diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan 

angkutan jalan.Peraturan ini menjadi dasar hukum untuk diberikkan sanksi 

kepada setiap pelangaran yang dilakukan oleh pengemudi. 
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Restorative  Justice  adalah  Penyelesaian  pelanggaran  hukum 

yang   terjadi   dilakukan   dengan   membawa   korban   dan   pelaku 

(tersangka)   bersama-sama   duduk   dalam   satu   pertemuan   untuk  

bersama-sama berbicara Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice 

System)  adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam 

penanganan kasus-kasus  kenakalan anak. Pertama,  polisi  sebagai  institusi  

formal ketika  anak  nakal pertama  kali bersentuhan dengan sistem 

peradilan,yang  juga   akan  menentukan  apakah  anak   akan  dibebaskan  atau 

diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga  pembebasan bersyarat yang  

juga  akan  menentukan  apakah  anak   akan  dibebaskan  atau diproses ke 

pengadilan anak.  Ketiga,  Pengadilan Anak, tahapan ketika anak  akan 

ditempatkan  dalam pilihan-pilihan,  mulai  dari  dibebaskan sampai 

dimasukkan dalam institusi penghukuman. 

Substansi  yang  diatur  dalam  UU  Perlindungan  Anak  pasal  64 

bentuk  perlindungan terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan kasus hukum 

dan anak korban tindak pidana, dan yang paling mendasar dalam Undang-

Undang  ini  adalah  pengaturan  secara  tegas  mengenai  Restoratif  Justice 

dan Diversi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari  

proses  peradilan  sehingga  dapat  menghindari  stigmatisasi  terhadap Anak 

yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali kedalam 

lingkungan sosial secara  wajar. 

Penyidikan  terhadap  perkara  Anak  dilakukan  oleh Penyidik  

yang  ditetapkan  berdasarkan  Keputusan  Kepala  Kepolisian  Negara 
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Republik  Indonesia  atau  pejabat  lain yang ditunjuk  oleh  Kepala  Kepolisian  

NegaraRepublik  Indonesia  dalam  Pasal  2   ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  

11Tahun  2012.  Penyidik  yang   melakukan  penyidikan  terhadap  kasus  

anak juga   mempunyai   beberapa   syarat   diantaranya   Syarat   untuk   

dapatditetapkan  sebagai  Penyidik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  

yaitu dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undnag Nomor 11 Tahun 2012. 

Penyidikan kasus  pidana anak  yang dilakukan  oleh kepolisian  

sesuai dengan UU nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) dan  khususnya dalam  penyidikan dan  penyelidikan  terhadap anak  

pelaku tindak pidana diatur dalam UU SPPA, dan UU Perlindungan Anak. 

Proses diversi yaitu musyawarah yyang dilakukan dengan kehadiran dari anak 

dan orang tua/orang tua walinya,korban dan atau orang tua /wali 

korban,pembimbing kkemasyarakatan,dan pekkerja sosial profesional 

berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.Keadilan restorati ddiselesaikan 

dengan menghadirkan para pihak yang berperkara untuk bersama-psama 

menyelesaikan perkkara tersebut untuk dapat memulihkan kembali seperti 

keadaan semula yang berarti tidak memperlakukan pelaku sebagai obyek 

yyang harus ddiberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya,tetapi 

diversi uga bertujuan agar kondisi kedua belah puhak yang berperkara dapat di 

pulihkan kearah yang lebih baik. 

Penyelesaian perkara anak di Indonesia mempunyai Sistem 

Peradilan yang tidak sama dengan penyelesaian bukan anak sebagai 

pelaku tindak pidana. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 
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Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang anak yang berkonflik 

dengan hukum. Yang dimaksud dengan anak berkonflik dengan hukum, 

penjelasannya ada pada Pasal 1 Angka 3 dirumuskan anak yang 

berkonflik dengan hukum adalah “Anak yang telah mencapai usia 12 

(dua belas) tahun, namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun 

yang  diduga melakukan perbuatan pidana. 

Diversi adalah suatu proses yang dilakukan dengan 

melibatkan pelaku anak, korban dan masyarakat untuk dapat bersama-

sama mencari jalan terbaik dari masalah yang dihadapi, sehingga dapat 

membuat semuanya menjadi lebih baik dan diperoleh hasil yang dapat 

memperbaiki, menentramkan dan menciptakan suasana harmonis dan 

tidak berdasarkan pembalasan. Setiap anak yang melakukan 

pelanggaran hukum sepantasnya juga diberikan pemenuhan apa yang 

menjadi haknya, sehingga tidak menimbulkan gangguan psikis dan 

kejiwaan anak tersebut. Namun selama ini dalam penyelesaiannya 

dilakukan dengan memposisikan anak sebagai pelaku yang melakukan 

pelanggaran hukum, lebih banyak penyeselesaiannya melalui proses 

peradian, sehingga kurang mengedepankan hak- hak anak. Untuk itulah 

diperlukan suatu penyelesaian yang tanpa merugikan hak- hak korban 

dan pelaku. 

Untuk kasus yang bisa diselesaikan melalui diversi, maka 

harus memenuhi aturan yang ada pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang 

No. 11 Tahun 2012. Dengan ketentuan tersebut berarti apabila 
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melakukan perbuatan yang diancam lebih dari 7 tahun (tujuh) tahun 

dan perbuatannya sudah berulang, maka boleh tidak dilakukan 

diversi, hal ini memang dianggap penting mengingat bahwa ancaman 

hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana 

berat, sedangkan merupakan pengulangan tindak pidana baik itu 

sejenis ataupun tidak, maka perkara anak tersebut tidak perlu lagi 

untuk diselesaikan lewat diversi. Perbuatan yang dilakukan 

berulang-ulang menjadi pertimbangan untuk tidak dilakukan diversi, 

karena dapat menumbuhkan komitmen kepada anak untuk menguji 

perbuatannya lagi. Termasuk juga memperhatikan kepentingan 

korban, korban adalah mereka yang dirugikan baik secara 

penderitaan ataupun fisik, moril dan materril, sehingga hak-hak 

korban serta pemberian ganti rugi yang layak sesuai kepentingannya. 

Diversi adalah salah satu kewenangan yang ada pada 

petugas yang menangani perkara pelanggaran hukum yang dilakukan 

anak untuk mengambil tindakan apakah melanjutkan kasus atau 

tidak melanjutkan kasusnya sesuai dengan kebijakkan yang 

dimilikinya. Berkaitan dengan anak sebagai pelaku kecelakaan lalu 

lintas baik tang mengakibatkan luka berat atau yang paling parah 

mengakibatkan matinya orang apakah bias dilakukan upaya diversi, 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentag Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan mengatur ancaman hukuman kepada pelaku yang 
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mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur pada Pasal 

310 ayat (1) sampai ayat (4). 

Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  peneliti(pada tanggal 19 juli 

2022)  dengan  Bribka sunardi  Satlantas Polres Baubau,  mengatakan bahwa 

proses  pelaksanaan  diversi    di  Polres Baubau  yaitu  dengan berpedoman 

dengan Undang-Undang Sistim Peradilan Pidana Anak  dan dengan pedoman 

Peraturan Pemerintah Nomor  65  Tahun  2015   tentang  Pedoman   

Pelaksanaan   Diversi  Dan Penanganan  Anak  Yang  Belum Berumur  12  

Tahun.  

Penyidik  menerima laporan dari pelapor lalu penyidik membuat 

Berkas Acara Perkara (BAP) ,selanjutnya  penyidik  menyerahkan  BAP  

kepada  Balai  Pemasyarakatan(Bapas),  setelah  mendapatkan   BAP  dari  

penyidik,  selanjutnya  Bapas melakukan  Penelitian  Masyarakat  (Litmas) di  

lingkungan  rumah  pelaku,dari hasil litmas Bapas nantinya akan keluar surat 

rekomendasi dari Bapas.  

Pihak  kepolisian  lebih  mengutamakan  upaya damai  atau  

menggunakan  cara  diversi dalam  menangani  perkara anak dibawah umur  

daripada  proses  secara  hukum  karena  lebih  baik  mengutamakan 

kepentingan terbaik untuk  anak, tetapi tidak semua kasus ditangani secara 

diversi karena ada beberapa pertimbangan. Hal ini berdasarkan pendapat 

Bribka Sunardi anggota satlantas polres baubau, wawancara tanggal 19 juli  

2022), bahwa Penahanan  anak  dilakukan  jika  seorang  anak  melakukan   



DINAMIKA HUKUM   VOLUME 14, NO.1, FEB 2023 

312 
 

kejahatan  sebagai  hobi  dan  dilakukan secara berulang-ulang, tetapi kalau 

kejahatan itu baru dilakukan, kita akan melakukan upaya damai. 

Khusus untuk wilayah Polres Baubau,  pihak korban  akan di  

dampingi  oleh pekerjasosial  dan  pihak  pelaku  di  dampingi  oleh  Bapas  

yang  selanjutnya  akan dilakukannya musyawarah dimana natninya  hasil 

musyawarah tersebut di tuangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. 

B. Kendala-Kendala Pihak Penyidik Dalam Melakukan Penerapan 

Diversi Terhadap Tindak Pidana Lakalantas 

           Tujuan yang ingin dicapai dalam proses diversi adalah 

terwujudnya keadilan restorative atau Restorative Justice, terhadap anak 

sebagai pelaku maupun bagi korban sebagaimana dirumuskan dalam 

Pasal 8 ayat (1) Sistem Peradilan Pidana Anak. “Musyawarah yang 

dilakukan dengan melibatkan pihak yang terlibat, yatu anak dari orang 

tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing 

kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan 

keadilan restoratif.” 

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, baik 

pelaku, korban, Pembimbing kemasyarakatan dan pihak yang terlibat 

dalam kasus kecelakaan lalu lintas bersama-sama mencari solusi 

untuk menemukan jalan terbaik guna terciptanya suatu keadaan yang 

dapat memperbaiki, dan menenteramkan hati dan tidak berdasarkan 

pembalasan. Konsep Diversi merupakan hal baru dalam penegakan 

hukum, sehingga dalam pelaksanaannya menemukan beberapa 
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kendala, diantaranya Masih kurangnya Pemahaman Masyarakat Mengenai 

Diversi, Tidak tercapainya kata sepakat ganti rugi, 

KESIMPULAN 

Anak yang terlibat masalah hukum, dalam hal ini 

melakukan tindak pidana kecelakaan lalulintas dapat diselesaikkan 

melalui diversi karna Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan 

untuk melakukan upaya Diversi antara pelaku dan korban demi 

kepentingan tumbuh kembang anak dan masa depan anak, tidak 

semua kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dapat 

diselesaikan melalui Diversi, karena Diversi dapat terwujud apabila 

telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan yang 

berlaku dan adanya kata sepakat antara pelaku dan korban untuk 

Diversi. 

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang diversi dan 

Tidak diaturnya secara jelas dan mendetail  mengenai ganti kerugian 

antara pelaku dan korban yang melakukan upaya Diversi dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak menjadi kendala/hambatan penting dalam proses 

pelaksanaan Diversi tersebut. 
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